IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI1/2019
Tentang

Kewajiban Setiap Orang Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Yang

Dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pemohon : Nur Ana Apfianti

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pokok Perkara . Pengujian Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Amar Putusan :  Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Selasa, 26 Maret 2019.
Ikhtisar Putusan

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon
adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undanng
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS)
terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, bahwa menurut
Pemohon, Pasal Pasal 14 UU BPJS telah merugikan hak konstitusional Pemohon
karena pasal a quo mewajibkan Pemohon menjadi peserta asuransi BPJS
meskipun Pemohon sudah memiliki asuransi yang dikelola oleh swasta yaitu
Prudential. Dengan demikian Pemohon harus membayar dua kali premi yaitu
premi asuransi BPJS dan premi Prudential. Berdasarkan uraian tersebut, menurut
Mahkamah Pemohon sebagai peserta dua asuransi yaitu asuransi BPJS
Kesehatan dan asuransi Prudential telah dapat menerangkan anggapannya
mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan sebab-
akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian faktual
yang diderita Pemohon. Oleh karena itu terlepas ada atau tidaknya persoalan
inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon yang baru akan diketahui
setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok perkara, menurut Mahkamah
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Pasal 14 UU BPJS tidak memberikan perlindungan hukum
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, karena hak
konstitusional Pemohon untuk memilh asuransi yang terbaik menjadi terabaikan,



dan apabila Pemohon tidak mengikuti asuransi BPJS, Pemohon akan dikenakan
sanksi sebagaimana yang ditentukan dalam UU BPJS tersebut. Terhadap dalil
Pemohon tersebut menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XI1/2014 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015 telah mempertimbangkan secara yuridis
dan menjawab secara komprehensif hal yang berkaitan isu konstitusional yang
dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkenaan kewajiban setiap orang
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU BPJS menjadi peserta
program BPJS Kesehatan. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara-
perkara tersebut telah pula dengan jelas dipertimbangkan kewajiban setiap
orang menjadi peserta program BPJS Kesehatan yang terkait dengan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945 dan pada dasarnya kewajiban setiap orang menjadi
peserta program BPJS Kesehatan telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak
memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon
dalam perkara a quo. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan
kepada setiap orang yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Sebab,
setiap orang yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan tidak dapat
dilepaskan dari kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan kepastian hukum
secara adil untuk memeroleh pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai
kehidupan yang berkualitas. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang berkaitan
dengan keinginan Pemohon tetap menjadi peserta asurasi swasta yakni dari PT
Prudential, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang
dapat diambil oleh Pemohon tanpa menggugurkan kewajiban Pemohon untuk
menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Sebab hal tersebut justru
seharusnya merupakan keberuntungan bagi Pemohon yang diberikan
kemampuan untuk dapat membayar premi asuransi yang setiap bulannya Rp.
600.000.-(enam ratus ribu rupiah) pada asuransi swasta Prudential, sekaligus
juga dapat menjadi kesempatan bagi Pemohon untuk mewujudkan sikap
solidaritas untuk membantu sesama dengan menjadi peserta pada program
BPJS Kesehatan, karena pada dasarnya prinsip program BPJS Kesehatan
adalah bersifat gotong royong yang mengandung esensi yang mampu
membantu yang tidak mampu dan yang sehat membantu yang sakit.

Adapun dalil Pemohon berkenaan dengan tenaga kerja asing yang juga
diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 14 UU BPJS Kesehatan, menurut Mahkamabh, hal itu apabila dicermati dari
semangat yang menjiwai pesan tersebut adalah negara akan memberikan
perlindungan kepada seluruh dunia usaha untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan khususnya terhadap para pekerjanya baik yang warga negara
Indonesia maupun warga negara asing, sehingga terhadap seluruh pengusaha
akan tidak terbebani dengan biaya kesehatan yang tinggi dan oleh karenanya
dapat memicu dan menekan biaya yang menjadi beban pemberi kerja dan hal
tersebut dapat berpengaruh pada tingginya harga barang dan atau jasa yang
diproduksi dan hal tersebut dapat membebani daya beli masyarakat. Di samping
pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan pada norma tersebut juga
merupakan representasi yang merupakan bentuk perwujudan keinginan yang
pada dasarnya dikehendaki oleh para pemberi kerja termasuk yang
memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Dengan demikian tujuan
perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja baik warga negara Indonesia maupun
warga negara asing yang bekerja di Indonesia dapat diwujudkan.



Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian
selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya.



